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 BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR    5   TAHUN  2016 

TENTANG 

PENJUALAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT 

TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran 

Minuman Beralkohol telah ditetapkan hotel berbintang 3, 

4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam 

selaka, bar termasuk pub dan klab malam dan tempat 

tertentu lain yang ditetapkan oleh Bupati yang dapat 

menjual minuman beralkohol untuk langsung diminum di 

tempat; 

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

huruf d Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan tempat tertentu lainnya yang 

dapat menjual minuman beralkohol untuk diminum 

langsung di tempat; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjualan dan Peredaran Minuman 

Beralkohol di Tempat Tertentu; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2469); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

SALINAN 



2 
 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
190); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, 

Nomor 3 Seri C); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Banyumas Nomor 

11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
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Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014  

Nomor 3 Seri C); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban 

Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN DAN 

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT 

TERTENTU.  

Pasal  1 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan diskotik yang memenuhi 

syarat berdasarkan Peraturan Bupati ini sebagai tempat tertentu lainnya 

yang diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung 

di tempat. 

(2) Diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu usaha 

rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas 

untuk orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai atraksi 

pertunjukan cahaya lampu dan dapat dilengkapi dengan pertunjukan 

lantai dan jasa pelayanan makanan ringan dan minum. 

(3) Diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. memiliki izin usaha pariwisata/izin usaha rekreasi dan hiburan 

umum yang masih berlaku; 

b. batas persil berada di tepi Jalan Raya Baturraden; 

c. batas persil tempat usaha tidak berbatasan langsung dengan 

Lembaga Pendidikan, Tempat Peribadatan dan Rumah Sakit. 

(4) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas.  

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal   

BUPATI BANYUMAS, 

 ttd 

ACHMAD HUSEIN 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  

NOMOR   5   TAHUN 2016 

TENTANG  

PENJUALAN DAN PEREDARAN 

MINUMAN BERALKOHOL DI 

TEMPAT TERTENTU 

 

PETA LOKASI DISKOTIK PADA BATAS PERSIL JALAN RAYA BATURRADEN YANG 
DIIZINKAN UNTUK YANG MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL 

 

 

 
 

BUPATI BANYUMAS, 
 

ttd 

 
ACHMAD HUSEIN 

 

 


